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Abstrak

Sanksi terhadap pengguna narkotika berupa hukuman dengan pidana penjara yang menyebabkan
ketidakmampuan lembaga pemasyarakatan dalam menampung pengguna narkoba, sehingga penegak
hukum membuat kebijakan dengan menerapkan konsep restorative justice terhadap tindak pidana
penyalahguna narkotika tanpa mengajukan ke Pengadilan sebagai sebuah kebijakan. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui penerapan konsep restorative justice yang dilakukan oleh penyidik
kepolisian terhadap tindak pidana penyalahguna narkotika. Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif dengan pendekatana normatife (legal research) untuk memperoleh data sekunder dan
pendekatan empiris (yuridis sosiologis) untuk memperoleh data primer melalui penelitian lapangan di
Ditresnarkoba Polda Kepri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum penerapan
konsep restorative justice terhadap penyalahguna narkotika yang dilakukan oleh Kepolisian Negara
Republik Indonesia telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan SEMA Nomor 4
tahun 2010 tentang Penempatan. Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke
dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dalam penerapan restorative justice telah
cukup memadai untuk diterapkan dalam proses penegakan hukum penyalahguna narkotika. Tindakan
melakukan rehabilitasi pada tingkat penyidikan dengan penyelesaian kasus penyalahguna narkotika
sudah sangat bagus dan layak untuk diatur dalam Undang-Undang Narkotika, Untuk itu, diharapkan
pemerintah bersama DPR melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika.

Kata Kunci: Penyalahguna Narkotika, Restorative Justice

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan tindak pidana narkotika merupakan pelanggaran terhadap peraturan
perundang-undangan di Indonesia dan pemakai itu semua merupakan warga Negara
Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala
bidang. Pemerintah perlu untuk memberi perhatian lebih pada kondisi para pengguna atau
pemakai narkotika dari pengaruh buruk narkotika. Pelaku penggunaan narkoba tindak
pidana, juga sekaligus sebagai korban dari kejahatan itu sendiri, yang dalam sudut
Viktimologi kerap disebut dengan self victimization atau victimless crime. Secara teoretis
pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori
tentang pemidanaan. Teori treatment merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara
terpadu untuk membebaskan Penyalahguna dari ketergantungan. Hal ini sesuai dengan
pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran teori treatment yaitu untuk memberi tindakan
perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation) kepada pelaku tindak pidana sebagai
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pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga
membutuhkantindakan perawatan dan perbaikan.

Pada tahun 2009 Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah Surat Edaran yang ditujukan
kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia untuk menempatkan
pecandu narkotika di panti rehabilitasi, dan yang terbaru adalah dengan dikeluarkannya Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban
Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan
Rehabilitasi Sosial yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor
7 tahun 2009. Untuk mencapai penyembuhan para korban Penyalahguna narkotika dari
ketergantungan tersebut maka hukuman yang sepatutnya diberikan kepada mereka adalah
pembinaan dan rehabilitasi. Hukuman pembinaan dan rehabilitasi ini telah diatur dalam pasal
54 dan pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Serta diatur juga
dalam SEMA. Nomor 7 tahun 2009 tentang penempatan pemakai narkotika ke dalam panti
terapi dan rehabilitasi, serta SEMA Nomor 4 tahun 2010 tenang Penempatan Penyalahgunaan
Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan
Rehabilitasi Sosial.

Kemudian di dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 menghimbau bagi para hakim yang
memeriksa perkara pecandu narkotika untuk menerapkan ketentuan pasal 47 Undang-
Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang berisikan mengenai tindakan
rehabilitasi yang diperintahkan untuk dijalani oleh pecandu narkotika. Dalam menangani
penyalahguna dan pecandu narkotika, aparat penegak hukum harus berorientasi kepada
sanksi tindakan berupa rehabilitasi demi menyelamatkan masa depan pengguna narkotika.
Untuk dapat memfungsikan peran hakim dalam memutuskan atau menetapkan rehabilitasi
perlu didukung dari aparat penegak hukum lainnya. Tentu hal ini harus berlandaskan pada
adanya pemahaman dan kesepakatan bersama bahwa penyalahguna narkotika adalah
masalah serius bangsa dan musuh bangsa. Pemerintah dan aparat penegak hokum wajib
bersatu padu menyamakan visi dan misi untuk menanggulangi penyalahguna dan pecandu
narkotika demi mewujudkan cita-citaluhur bangsa menjadikan generasi bangsa yang sehat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam pemecahan permasalahan termasuk metode
analisis. Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode
penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian. Menurut Soekanto sebagaimana
dikutip Abdurrachman bahwa penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan
ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan
untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan dengan jalan
menganalisis, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian
mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala
bersangkutan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tindakan diskresi kepolisian boleh diambil penyidik kepolisian selama masih dalam
jalur yang telah ditentukan oleh hukum itu sendiri. Penyidik dapat mengambil tindakan lain
pada saat penyidikan selain yang telah disebutkan pada aturan perundang-undangan dan
selama demi kepentingan tugas-tugas kepolisian, sekalipun polisi telah diberikan
kewenangan oleh undang-undang untuk mengambil tindakan lain, tetap saja polisi harus bisa
untuk mempertanggung jawabkan atas segala tindakan dan keputusan yang telah diambil
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dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dimaksudkan agar polisi tidak menyalahgunakan
kewenangan yang dimilikinya, mengingat kewenangan untuk melakukan tindakan lain oleh
polisi pada saat penyidikan tersebut demikian luasnya. Mahkamah Agung memandang perlu
adanya penerapan Restorative Justice untuk beberapa perkara yang salah satunya adalah
perkara narkotika yang harus dilaksanakan oleh seluruh hakim pengadilan negeri dan ketua
pengadilan tinggi melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan
Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di Lingkungan Peradilan Umum.
Bertindak menurut penilaiannya sendiri yang dimaksud adalah suatu tindakan yang dapat
dilakukan oleh anggota Kepolisian yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat
serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Sehingga hal
tersebut dapat dijadikan landasan bagi diskreasi kepolisan. Peranan perundang-undangan
pidana dalam sistem peradilan pidana sangat penting karena perundang-undangan
memberikan kekuasaan pada pengambil kebijakan dan memberikan dasar hukum kebijakan
yang diterapkan.

Tujuan-tujuan sosial ini tidak selalu sama dengan tujuan-tujuan hukum. Anatomi dari
tujuan hukum itu akan memperlihatkan, bahwa disamping mempunyai tujuan sosial, hukum
juga mengatur tujuan yang khas yaitu sebagaimana tertera secara positif dalam peraturan-
peraturannya. Seorang polisi ternyata berdiri di atas keduanya, yaitu untuk mencapai tujuan
sosial dan memenuhi tujuan hukum. Di sinilah letak dilema dari pekerjaan kepolisian itu.
Kalau polisi hanya diberi tugas untuk mengejar tujuan sosial, maka sesungguhnya tidak ada
persoalan yang perlu dihadapinya. Memang seorang polisi dapat menahan, menggeledah,
menangkap, menyita menurut apa yang dikehendakinya, demi untuk mencapai tujuan sosial
yaitu ketertiban. Tetapi sekarang polisi senantiasa diminta untuk mempertanggung jawabkan
tindakannya, tidak hanya itu polisi juga diharuskan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan
hukum yang berlaku. Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat
peraturan perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah
kebijakan. Berikut Rekapitulasi Ungkap Kasus Restorative Justice tahun 2023 sejak Januari
sampai dengan Agustus 2023:

Tabel 1.
Tersangka Barang Bukti

No | satker | Jmi —YN WNA - canja | saBu | Ekstast | PUTAW/ | HAPPY
p (L|p|L|P| (gram) | gram) | (gram) HEROIN FIVE OBAYA KET

& g g (gram) (butir)
1 SubditI 3 4 Ul‘lfl(.?
Positif
2 Subdit II 2 - - 2 Ul‘lfl(.?
Positif
i Urine
3 Subdit III 2 4 Posiuit

Total 7 8 0 2|10 -

Data di atas merupakan laporan harian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri yang
dilaporkan pada hari Jumat Tanggal 18 Agustus 2023.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum penyalahguna narkotika dalam perspektif Restorative Justice
Reserse Narkoba Polri (Studi Penelitian di Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri)
menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana
Berdasarkan Keadilan Restoratif dan SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan
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Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga
Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dengan demikian dasar hukum penerapan
restorative justice telah cukup memadai untuk diterapkan dalam proses penegakan hukum
penyalahguna narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri.

Implementasi: Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif Restorative justice di
Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri melaksanakan sesuai dengan peraturan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan
Restoratif dan SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban
Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan
Rehabilitasi Sosial yang dilakukan oleh penyidik kepolisian harus memenuhi syarat -hal yang
akan dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya dari penelitian tersebut.
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